LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KUDUS
Tanggal
Nomor

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

1. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
a. Standar Pelayanan pada Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan

1). Pelayanan Kartu Indonesia Sehat

NO. KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54
Tahun 2019 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pemberian Bantuan
[uran Jaminan Kesehatan
Nasional Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus

2. Peraturan Persiden Nomor 64
Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peratura Persiden
Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Kesehatan

2. | Persyaratan Pelayanan 1.Surat Permohonan dari Perangkat
Daerah/Lembaga terkait
permohonan fasilitasi/koordinasi

2.Pemohon datang langsung ke Dinas

Kesehatan
3. | Sistem, Mekanisme, dan| 1.Pemohon membuat surat
Prosedur Permohonan  yang ditujukan

kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus

2.Setelah mendapatkan disposisi
dari Kepala Dinas Kesehatan,
ditindaklanjuti dengan
mengundang pemohon

3.Dalam hal pemohon datang
langsung pada Dinas Kesehatan
maka langsung dapat ditangani
oleh Petugas

4. |Jangka waktu 1 (satu) Minggu setelah menerima
penyelesaian Disposisi dari Kepala Dinas
Kesehatan
5. | Biaya / tarif Gratis

6. | Produk Pelayanan KIS ( Kartu Indonesia Sehat )




NO. KOMPONEN URAIAN
7. | Sarana, prasarana, 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2.ATK
3. Jaringan Internet dan Telepon
4. Gedung
8. | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami administrasi
2. Memahami aturan terkait
3. Dapat menganalisis manfaat dari
pelaksanaan kerja sama
9. | Pengawasan Internal Kepala Dinas Kesehatan
10. | Penanganan Pengaduan, | Kotak saran,
saran, dan masukan www.kuduskab.go.id,
pengaduan.kuduskab.go.id
11. | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
12. | Jaminan Pelayanan Kode etik ASN
13. | Jaminan Keamanan dan | Komitmen dari petugas untuk
keselamatan pelayanan memberi rasa aman, bebas dari
bahaya, resiko dan keragu-raguan
14. | Evaluasi Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana

2) Perawatan dengan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor
54 Tahun 2019 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan
Pemberian Bantuan [uran
Jaminan Kesehatan Nasional
Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus

2. Peraturan Persiden Nomor 64
Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peratura Persiden
Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Keehatan

Persyaratan Pelayanan

1.Surat Permohonan dari Perangkat
Daerah/Lembaga  terkait
permohonan fasilitasi/koordinasi

2.Pemohon datang langsung ke
Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme, dan

Prosedur

1.Pemohon membuat surat
Permohonan yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus
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NO. KOMPONEN URAIAN
2.Setelah mendapatkan disposisi
dari Kepala Dinas Kesehatan,
ditindaklanjuti dengan
mengundang pemohon
3.Dalam hal pemohon datang
langsung pada Dinas Kesehatan
maka langsung dapat ditangani
oleh Petugas
4. |Jangka waktu 1 (satu) Minggu setelah menerima
penyelesaian Disposisi dari Kepala Dinas
Kesehatan
5. | Biaya / tarif Gratis
6. | Produk Pelayanan Perawatan dengan Pengobatan
Masyarakat Miskin
7. | Sarana, prasarana, 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2. ATK
3. Jaringan Internet dan Telepon
4. Gedung
8. | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami administrasi
2. Memahami aturan terkait
3. Dapat menganalisis manfaat dari
pelaksanaan kerja sama
9. | Pengawasan Internal Kepala Dinas Kesehatan
10. | Penanganan Pengaduan, | Kotak saran,
saran, dan masukan www.kuduskab.go.id,
pengaduan.kuduskab.go.id
11. | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
12. | Jaminan Pelayanan Kode etik ASN
13. | Jaminan Keamanan dan | Komitmen dari petugas untuk
keselamatan pelayanan memberi rasa aman, bebas dari
bahaya, resiko dan keragu-raguan
14. | Evaluasi Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana

b. Pelayanan Seksi Sumber Daya Kesehatan, Perizinan, Sertifikasi dan

Manajemen Informasi

1) Pelayanan Surat [jin Praktek Tenaga Kesehatan

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang  Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
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NO.

KOMPONEN

URAIAN

Elektronik

2. Peraturan menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perijinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor
Kesehatan

3. Peraturan Badan Pengawas Obat

Dan Makanan Nomor 22 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga

4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38

Tahun 2018 Tentang Pemberian
Mandat Dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan
Perijinan Dan Non Perijinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kudus

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30

Tahun 2010 Tentang Perijinan
Bidang Kesehatan Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 25 Tahun
2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30
Tahun 2010 Tentang Perijinan
Bidang Kesehatan.

Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan dari

permohonan fasilitasi/koordinasi
2. Pemohon datang langsung ke
Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme,
Prosedur

dan|

1. Pemohon membuat surat
Permohonan yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus

2.Dalam hal pemohon datang
langsung pada Dinas Kesehatan
maka langsung dapat ditangani
oleh Petugas

3. Memverifikasi berkas masuk dari
pemohon

4. Setelah mendapatkan disposisi
dari Kepala Dinas Kesehatan
ditindaklanjuti mengundang
pemohon dan dilakukan
kunjungan Lapangan

Jangka waktu
penyelesaian

1 (satu) Minggu setelah menerima
Disposisi dari Kepala Dinas
Kesehatan

Biaya / tarif

Gratis




NO. KOMPONEN URAIAN
6. | Produk Pelayanan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan
7. | Sarana, prasarana, 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2. ATK
3. Jaringan Internet dan Telepon
4. Gedung
8. | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami administrasi
2. Memahami aturan terkait
penyelanggaraan Perijinan
9. | Pengawasan Internal Kepala Dinas Kesehatan
10. | Penanganan Pengaduan, | Kotak saran,
saran, dan masukan www.kuduskab.go.id,
pengaduan.kuduskab.go.id
11. | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
12. | Jaminan Pelayanan Kode etik ASN
13. | Jaminan Keamanan dan | Komitmen dari petugas untuk
keselamatan pelayanan memberi rasa aman, bebas dari
bahaya, resiko dan keragu-raguan
14. | Evaluasi Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana

2} Pelayanan Rekomendasi [jin Fasilitas Kesehatan

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik

2. Peraturan menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perijinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor
Kesehatan

3. Peraturan Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Nomor 22 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga

4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38
Tahun 2018 Tentang Pemberian

Mandat Dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan
Perijinan Dan Non Perijinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kudus
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NO. KOMPONEN URAIAN
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30
Tahun 2010 Tentang Perijinan
Bidang Kesehatan Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 25 Tahun
2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30
Tahun 2010 Tentang Perijinan
Bidang Kesehatan.
2. | Persyaratan Pelayanan 1. Surat Permohonan dari
pemohonan
2. Pemohon datang langsung ke
Dinas Kesehatan
3. | Sistem, Mekanisme, dan| 1. Pemohon membuat surat
Prosedur Permohonan  yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus
2. Dalam hal pemohon datang
langsung pada Dinas Kesehatan
maka langsung dapat ditangani
oleh Petugas
3. Memverifikasi berkas masuk dari
pemohon
4. Setelah mendapatkan disposisi
dari Kepala Dinas Kesehatan
ditindaklanjuti mengundang
pemohon dan dilakukan
kunjungan Lapangan
4. | Jangka waktu 1 (satu) Minggu setelah menerima
penyelesaian Disposisi dari Kepala Dinas
Kesehatan
5. | Biaya / tarif Gratis
6. | Produk Pelayanan Rekomendasi [jin Fasilitas Kesehatan
7. | Sarana, prasarana, | 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2. ATK
3. Jaringan Internet dan Telepon
4. Gedung
8. | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami administrasi
2. Memahami aturan terkait
penyelanggaraan Perijinan
9. | Pengawasan Internal Kepala Dinas Kesehatan
10. | Penanganan Pengaduan, | Kotak saran,
saran, dan masukan www.kuduskab.go.id,
pengaduan.kuduskab.go.id
11. | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
12. | Jaminan Pelayanan Kode etik ASN
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NO. KOMPONEN URAIAN
13. | Jaminan Keamanan dan | Komitmen dari petugas untuk
keselamatan pelayanan memberi rasa aman, bebas dari
bahaya, resiko dan keragu-raguan
14. | Evaluasi Kinerja | Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana

3) Pelayanan Sertifikasi PIRT ( Perijinan Industri Rumah Tangga )

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

. Peraturan

. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang  Pelayanan Perizinan
Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronik

menteri  Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Perijinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor
Kesehatan

. Peraturan Badan Pengawas Obat

Dan Makanan Nomor 22 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38

Tahun 2018 Tentang Pemberian
Mandat Dan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan
Perijinan Dan Non Perijinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kudus

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30

Tahun 2010 Tentang Perijinan
Bidang Kesehatan Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 25 Tahun
2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30
Tahun 2010 Tentang Perijinan
Bidang Kesehatan.

Persyaratan Pelayanan

. Surat

. Pemohon datang

Permohonan dari
permohonan fasilitasi/koordinasi
langsung ke
Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme, dan

Prosedur

. Pemohon

.Dalam hal

membuat surat
Permohonan yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus

pemohon datang
langsung pada Dinas Kesehatan
maka langsung dapat ditangani




NO. KOMPONEN URAIAN
oleh Petugas
3. Memverifikasi berkas masuk dari
pemohon
4. Setelah mendapatkan disposisi
dari Kepala Dinas Kesehatan
ditindaklanjuti mengundang
pemohon dan dilakukan
kunjungan Lapangan
4. |Jangka waktu 1 (satu) Minggu setelah menerima
penyelesaian Disposisi dari Kepala Dinas
Kesehatan
5. | Biaya / tarif Gratis
6. | Produk Pelayanan Sertifikasi PIRT ( Perijinan Industri
Rumah Tangga )
7. | Sarana, prasarana, | 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2. ATK
3. Jaringan Internet dan Telepon
4. Gedung
8. | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami administrasi
2. Memahami aturan terkait
penyelanggaraan Perijinan
9. | Pengawasan Internal Kepala Dinas Kesehatan
10. | Penanganan Pengaduan, | Kotak saran,
saran, dan masukan www.kuduskab.go.id,
pengaduan.kuduskab.go.id
11. | Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
12. | Jaminan Pelayanan Kode etik ASN
13. | Jaminan Keamanan dan | Komitmen dari petugas untuk
keselamatan pelayanan memberi rasa aman, bebas dari
bahaya, resiko dan keragu-raguan
14. | Evaluasi Kinerja | Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana
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